
1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad 
Tahun 1938 Nomor 86); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang 
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3274); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahuri 1994 tentang 
Pengesahan Agreement Establishing The World Trade 
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi 
Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3564); 

Mengingat 

bahwa untuk mendukung efektivitas pelaksanaan 
kebijakan di bidang impor kaca lembaran dan dalam 
rangka penyesuaian dengan penetapan sistem klasifikasi 
barang yang baru, perlu mengubah Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor 40/M-DAG/PER/9/2009 tentang 
Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Kaea 
Lembaran; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Perdagangan; 

: a. Menimbang 

MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN 
NOMOR 40/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG VERIFIKASI ATAU 

PENELUSURAN TEKNIS IMPOR KACA LEMBARAN 

TENT ANG 
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Nomor 
Umum 

Nomor 
a tau 

Peraturan Menteri Perdagangan 
40/M-DAG/PER/9/2009 tentang Verifikasi 
Penelusuran Teknis lmpor Kaea Lembaran; 
Peraturan Menteri Perdagangan 
54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan 
di Bidang lmpor; 

12. 

11. 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia N omor 4661); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 
Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia N omor 3806); 

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 

7. Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang 
Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri 
Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri; 

8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang 
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana 
telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 
59/P Tahun 2011; 

9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; 

10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 
Tahun2011; 

Peraturan Menteri Perdagangan R.I. 
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Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Kaea Lembaran adalah basil olahan dari bahan 

galian non-logam yang dihasilkan melalui proses 
pembakaran dengan menggunakan teknologi tuang, 
tarik, dan apung serta jenis kaca lembaran lain yang 
telah mengalami proses le bih lanjut, yang termasuk 
dalam Pos Tarif/HS 70.03, 70.04, 70.05, 70.06, dan 
70.07. 

Pasal 1 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan 
Nomor 40/M-DAG/PER/9/2009 tentang Verifikasi atau 
Penelusuran Teknis Impor Kaea Lembaran diubah sebagai 
berikut: 

Pasal I 

PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN 
NOMOR 40/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG VERIFIKASI 
ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR KACA LEMBARAN. 

MEMUTUSKAN: 

Nomor 
Angka 

diubah 
Nomor 

Peraturan Menteri Perdagangan 
27 /M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan 
Pengenal Importir (API) sebagaimana telah 
dengan Peraturan Menteri Perdagangan 
59 /M-DAG/PER/9/2012; 

16. 

13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
31/M-DAG/PER/7 /2010 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Perdagangan; 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010 
tentang Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang, 
Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang 
Kiriman; 

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 
tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan 
Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor; 

Peraturan Menteri Perdagangan R.I. 
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(1) Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana verifikasi 
atau penelusuran teknis impor Kaea Lembaran, 
Surveyor harus memenuhi persyaratan sebagai 
berikut: 
a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS); 
b. berpengalaman sebagai Surveyor minimal 5 

(lima) tahun; dan 
e. memiliki eabang atau perwakilan atau afiliasi di 

luar negeri. 
(2) Surveyor yang ditetapkan sebagai pelaksana 

verifikasi atau penelusuran teknis impor Kaea 
Lembaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
ayat (1) wajib menyampaikan laporan tertulis 
tentang kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis 
impor Kaea Lembaran seeara periodik 1 ( satu) kali 
dalam sebulan. 

(3) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) disampaikan kepada Direktur Jenderal dalam 
hal ini Direktur Impor Kementerian Perdagangan 
dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Basis 
Industri Manufaktur dalam hal ini Direktur Industri 
Kimia Hilir Kementerian Perindustrian pada minggu 
pertama bulan berikutnya. 

Pasal 4 

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 4 
berbunyi sebagai berikut: 

2. Verifikasi atau penelusuran teknis impor adalah 
kegiatan pemeriksaan teknis atas impor yang 
dilakukan di pelabuhan muat barang oleh surveyor. 

3. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat 
otorisasi untuk melakukan verifikasi a tau 
penelusuran teknis impor barang. 

4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang perdagangan. 

5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal 
Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. 

Peraturan Menteri Perdagangan R.I. 
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Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretariat J enderal 

GITA IRAWAN WIRJAWAN 

Ttd. 

MENTER! PERDAGANGAN R.I., 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 23 November 2012 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Peraturan Menteri mi mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Pasal II 

Kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis impor Kaea 
Lembaran oleh Surveyor sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 tidak mengurangi kewenangan Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan untuk 
melakukan pemeriksaan pabean. 

Pasal 8 

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Peraturan Menteri Perdagangan R.I. 
Nomor 71/M-DAG/PER/ 11/2012 

https://kolegal.id


